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Abtrak: Hubungan antara bank dan nasabah seringkali tidak seimbang, di mana bank memiliki posisi tawar yang lebih
kuat. Kondisi ini menjadikan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen menjadi sangat penting. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen yang ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seiring dengan perkembangan industri perbankan,
kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen menjadi semakin penting. Undang-Undang
Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah bank.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait
serta literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen
memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank, terutama terkait dengan pengaturan klausula baku dalam
perjanjian antara bank dan nasabah. Namun demikian, masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut yang
merugikan kepentingan nasabah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bank
dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penegakan hukum yang tegas dalam melindungi
hak-hak nasabah bank.
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Abstract: The relationship between banks and customers is often imbalanced, with banks
holding a stronger bargaining position. This situation makes legal protection for
customers as consumers crucial. This research aims to analyze the legal protection for
bank customers as consumers viewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer
Protection. Along with the development of the banking industry, the need to protect the
interests of customers as consumers has become increasingly important. The Consumer
Protection Law serves as a legal umbrella in providing protection for the rights of bank
customers. This research employs a normative juridical research method by examining
relevant laws and regulations as well as relevant literature. The results show that the
Consumer Protection Law provides legal protection for bank customers, particularly
regarding the regulation of standard clauses in agreements between banks and customers.
However, there are still violations of these provisions that harm the interests of customers.
Therefore, efforts are needed to increase awareness and compliance of banks in
implementing the Consumer Protection Law as well as strict law enforcement in
protecting the rights of bank customers.
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Pendahuluan

Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen merupakan aspek

penting dalam industri perbankan (Niziol, 2021). Seiring dengan perkembangan dan
kompleksitas produk serta jasa perbankan, kebutuhan untuk melindungi kepentingan
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nasabah sebagai konsumen menjadi semakin mendesak (Hermansyah, 2008). Hubungan
antara bank dan nasabah seringkali tidak seimbang, di mana bank memiliki posisi tawar
yang lebih kuat. Kondisi ini menjadikan perlindungan hukum bagi nasabah selaku
konsumen menjadi sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) memegang peranan penting sebagai payung hukum dalam
memberikan perlindungan terhadap hak-hak nasabah bank (Laia et al., 2022). UUPK
mengatur beberapa aspek penting, seperti larangan pencantuman klausula baku yang
merugikan konsumen dalam perjanjian, kewajiban pelaku usaha untuk bertindak beritikad
baik, serta upaya ganti rugi yang efektif bagi konsumen yang dirugikan.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah bank, UUPK menjadi dasar
hukum yang kuat untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasabah.
Salah satu isu utama adalah adanya klausula baku dalam perjanjian kredit atau pembukaan
rekening bank yang seringkali memberikan keuntungan sepihak bagi bank (Ngiu, 2015).
Nasabah seringkali tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak perjanjian
tersebut (take it or leave it). Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan merugikan
kepentingan nasabah sebagai konsumen.

Selain itu, dalam industri perbankan, nasabah juga rentan menghadapi risiko seperti
pengungkapan data pribadi secara tidak sah, praktik penagihan yang tidak beretika, serta
kerugian akibat kesalahan sistem atau operasional bank. Oleh karena itu, perlindungan
hukum yang memadai bagi nasabah bank menjadi sangat penting untuk menjamin
keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi perbankan (Putri, 2019).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang mengatur
hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta upaya penegakan hukum dalam kasus
pelanggaran terhadap hak-hak konsumen (Putra, 2020). Dalam konteks perbankan, UUPK
menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan antara bank dan nasabah, serta
menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah selaku konsumen (Gazmuri,
2021).

Pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini akan mengupas secara mendalam
tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen yang ditinjau dari
perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini
mencakup analisis terhadap ketentuan-ketentuan spesifik dalam UUPK yang relevan
dengan perlindungan hukum bagi nasabah bank, seperti pengaturan klausula baku,
kewajiban pelaku usaha, serta upaya penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap
hak-hak nasabah (Silalahi & Purba, 2021). Selain itu, pembahasan juga akan menyoroti
praktik-praktik dalam industri perbankan yang berpotensi merugikan kepentingan
nasabah, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan
hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
mendalam tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen dalam
kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menjadi landasan bagi upaya-
upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum tersebut dalam praktik
perbankan di Indonesia (Tarantang et al., 2023).
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Metode

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif (Graef, 2021). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti dan mengevaluasi literatur-literatur dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dalam hal ini adalah
perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank sebagai konsumen berdasarkan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari
peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk namun tidak terbatas pada
Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Literatur
hukum, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli
hukum, merupakan bahan hukum sekunder. Sebaliknya, bahan hukum tersier melengkapi
bahan hukum primer dan sekunder dengan penjelasan-penjelasan. Bahan-bahan ini dapat
berupa ensiklopedia hukum, kamus, dan sumber-sumber internet yang relevan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan
(Marlyna, 2019). Peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta data dan informasi
pendukung dari sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan topik penelitian akan
dikumpulkan dan dianalisis oleh para peneliti.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Peneliti
akan melakukan tugas-tugas antara lain yaitu mengidentifikasi dan menilai ketentuan-
ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan
hukum bagi nasabah bank dalam kapasitasnya sebagai konsumen, mencermati praktik-
praktik industri perbankan yang mungkin melanggar kepentingan nasabah, dan menilai
jalan potensial untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah bank (Malgieri,
2023). Selain itu, data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti untuk
mendapatkan kesimpulan, membuat rekomendasi, dan memastikan perlindungan hukum
bagi nasabah bank sebagai konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum bagi nasabah bank, yang dianggap sebagai konsumen,
merupakan hal penting yang diatur oleh dua undang-undang utama yaitu Undang-Undang
Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) (Indonesia, 1998). Meskipun memiliki tujuan yang
berbeda, kedua undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank
yang saling memperkuat dan melengkapi.

UUPK hadir sebagai payung hukum utama yang mengakomodasi kepentingan dan
hak-hak konsumen, termasuk nasabah bank, dalam menghadapi praktik-praktik yang
berpotensi merugikan mereka. Salah satu isu utama yang diatur dalam UUPK adalah
masalah klausula baku (Nurfitriyani, 2021). Klausula baku merupakan ketentuan yang
dibuat secara sepihak oleh pihak bank dan dicantumkan dalam perjanjian kredit,
pembukaan rekening, atau produk perbankan lainnya. Seringkali, klausula baku ini
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memberikan keuntungan yang lebih besar kepada bank dan merugikan kepentingan
nasabah sebagai konsumen.

Untuk memitigasi masalah ini, UUPK mengatur klausula baku dalam Pasal 18 secara
khusus. Pasal ini memberikan larangan bagi pelaku usaha, khususnya bank, untuk
mencantumkan klausula baku yang berpotensi mengalihkan tanggung jawab, melucuti
hak-hak konsumen, atau memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk secara
sepihak melakukan tindakan yang merugikan konsumen (Putera, 2019). Selain itu, klausula
baku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dinyatakan batal
demi hukum. Dengan demikian, UUPK memberikan perlindungan hukum yang kuat
kepada nasabah bank sebagai konsumen, karena mereka dapat mengajukan keberatan atau
menempuh jalur hukum terhadap klausula baku yang merugikan kepentingannya.

Selain itu, UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini bank, untuk
bertindak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pasal 7 UUPK mewajibkan
bank untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan
produk atau jasa yang ditawarkan (Alauddin, 2021). Ketentuan ini bertujuan untuk
melindungi nasabah agar mereka memperoleh informasi yang akurat dan transparan
sebelum mengambil keputusan terkait dengan produk atau jasa perbankan. Lebih lanjut,
Pasal 9 UUPK melarang bank untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan
produk atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan (Nomani, 2020).

Ketika nasabah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan atau kegagalan
bank untuk bertindak, UUPK memfasilitasi jalan keluar yang efisien. Bank berkewajiban
memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerusakan
yang timbul akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPK (Shinar, 2019). Berdasarkan UUPK, nasabah
yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada bank.

UUPK juga mengatur mengenai penegakan hukum dalam kasus pelanggaran
terhadap hak-hak konsumen. Pasal 45 UUPK memberikan kewenangan kepada lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan
atas pelanggaran terhadap UUPK (Jelisejevs, 2023). Selain itu, Pasal 60 UUPK mengatur
tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UUPK.

Sebaliknya, UU Perbankan mengatur hak dan tanggung jawab nasabah dan lembaga
dalam konteks hubungan perbankan mereka dengan penekanan yang lebih spesifik.
Elemen penting dari UU Perbankan yang melindungi kepentingan nasabah adalah
tanggung jawab bank untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka (Efroni, 2020).
Menurut Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, bank bertanggung jawab untuk memberikan
informasi kepada nasabah mengenai potensi risiko kerugian yang terkait dengan transaksi
yang dilakukan melalui bank (Hutahayan, 2023; Jackson, 2023). Ketentuan ini sejalan
dengan UUPK yang menganut prinsip keterbukaan informasi.

UU Perbankan juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa antara bank dan
nasabah. Pasal 37B ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa bank wajib menyediakan
dan menyelesaikan pengaduan nasabah yang berkaitan dengan penjelasan produk dan
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layanan. Ketentuan ini memberikan mekanisme bagi nasabah untuk menyampaikan
keluhan atau pengaduan terkait dengan layanan perbankan yang mereka terima.

Lebih lanjut, UU Perbankan juga mengatur mengenai sanksi bagi bank yang
melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pasal 52 UU Perbankan
mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada bank, seperti
denda, pencabutan izin usaha, dan lain-lain (Chan, 2022). Adanya sanksi ini bertujuan
untuk mendorong kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk
dalam hal perlindungan hak-hak nasabah.

Dalam praktiknya, UUPK dan UU Perbankan harus diterapkan secara bersinergi
untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi nasabah bank. Misalnya,
jika terjadi kasus pelanggaran hak-hak nasabah oleh bank, seperti tidak memberikan
informasi yang jelas atau menyesatkan, nasabah dapat mengajukan upaya hukum
berdasarkan UUPK dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur
dalam UU Perbankan. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut saling
melengkapi dan memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.
Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pihak bank dan nasabah tentang hak-
hak dan kewajiban mereka berdasarkan UUPK dan UU Perbankan (Bradley, 2020). Banyak
nasabah yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh
undang-undang tersebut, sementara bank juga seringkali kurang memahami kewajiban-
kewajiban yang harus mereka penuhi. Kedua, proses hukum yang panjang dan biaya yang
tinggi juga dapat menjadi hambatan bagi nasabah untuk mengajukan upaya hukum jika
terjadi pelanggaran. Nasabah seringkali enggan melakukan upaya hukum karena khawatir
akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, sementara kerugian yang mereka
alami mungkin tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses hukum
tersebut (Mak, 2020). Tantangan ketiga adalah sinkronisasi dan harmonisasi antara UUPK
dan UU Perbankan. Terdapat potensi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara
ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, yang dapat menimbulkan
kebingungan atau keraguan dalam penerapannya.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah
konkrit dari berbagai pihak, baik pemerintah, regulator, industri perbankan, maupun
organisasi perlindungan konsumen (Botta, 2019). Pemerintah dan lembaga terkait dapat
berkolaborasi dengan asosiasi perbankan dan organisasi perlindungan konsumen untuk
mengadakan kampanye dan program-program edukasi secara berkala. Kampanye tersebut
dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti iklan layanan masyarakat, seminar, atau
pelatihan bagi pihak bank dan nasabah. Materi edukasi harus mencakup penjelasan
mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan UUPK dan UU
Perbankan, serta prosedur untuk mengajukan upaya hukum jika terjadi pelanggaran.

Di samping itu, pemerintah juga dapat memperkuat regulasi dan pengawasan
terhadap praktik-praktik perbankan yang berpotensi merugikan nasabah (Nomani, 2019).
OJK sebagai lembaga pengawas sektor perbankan dapat memainkan peran yang lebih
proaktif dalam memantau kepatuhan bank terhadap ketentuan UUPK dan UU Perbankan,
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serta memberikan sanksi yang tegas bagi bank yang melanggar hak-hak nasabah. Dengan
adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, bank akan lebih
terdorong untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melindungi
kepentingan nasabah sebagai konsumen (Ashraf, 2023).

Selanjutnya, sistem peradilan yang efisien dan akses yang lebih mudah bagi nasabah
untuk mengajukan upaya hukum juga perlu diupayakan. Hal ini dapat dilakukan dengan
menyederhanakan prosedur dan birokrasi dalam proses pengajuan gugatan, serta
menyediakan bantuan hukum bagi nasabah yang membutuhkan (Clifford, 2019). Selain itu,
pengadilan dapat membentuk kamar khusus yang menangani sengketa konsumen,
termasuk di sektor perbankan, untuk memastikan penanganan kasus yang lebih cepat dan
efektif.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan
hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Nasabah akan memiliki pemahaman yang
lebih baik tentang hak-hak mereka dan mampu mengajukan upaya hukum jika terjadi
pelanggaran. Sementara itu, bank akan lebih terdorong untuk mematuhi ketentuan UUPK
dan UU Perbankan, serta menghormati hak-hak nasabah sebagai konsumen (Loo, 2019).
Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan iklim perbankan yang lebih adil, transparan, dan
melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta mendorong perkembangan
sektor perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan payung hukum yang
sangat penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku
konsumen. UUPK mengatur aspek-aspek penting seperti larangan pencantuman klausula
baku yang merugikan nasabah, kewajiban bank untuk bertindak beritikad baik, serta upaya
ganti rugi yang efektif bagi nasabah yang dirugikan. Selain itu, UUPK juga menyediakan
mekanisme penegakan hukum dalam kasus pelanggaran terhadap hak-hak nasabah,
termasuk melalui gugatan dari lembaga perlindungan konsumen dan pengenaan sanksi
pidana bagi pelanggar.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan
hukum bagi nasabah bank berdasarkan UUPK, seperti kurangnya kesadaran dan
pemahaman dari pihak bank dan nasabah tentang hak-hak dan kewajiban mereka, serta
proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, disarankan agar
dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada bank dan
nasabah tentang hak-hak dan kewajiban mereka berdasarkan UUPK. Selain itu, penegakan
hukum yang tegas dan konsisten dari pihak berwenang juga sangat penting untuk
menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Dengan
upaya-upaya tersebut, diharapkan kepentingan dan hak-hak nasabah bank sebagai
konsumen dapat terlindungi secara memadai sesuai dengan amanat UUPK.
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